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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Gresik dapat diselesaikan. Penyusunanan naskah
akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai
peraturan perundangan dan lapangan dengan mencari
masukan dari wakil pemerintah Kabupaten Gresik dan
stakeholder. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan
kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih
komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-
luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji
publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma
telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat
khususnya masyarakat Kabupaten Gresik.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft
Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Gresik. Penyusunan naskah akademik dimaksud
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah
akademik berdasarkan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam pelaksanaan kajian untuk penyempurnaan naskah
akademik dan ranperda ini. Kami menyadari naskah ini
bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang
menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang
akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang
Penetapan Desa dan Kelurahan. Karena itu terbuka ruang
yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada
pembahasan selanjutnya. Semoga Naskah Akademik ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua. Amien.

Gresik, Juli 2023

Penyusun



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten di
Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum mempunyai
Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Padahal,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah
daerah Kabupaten menetapkan peraturan daerah tentang
penetapan desa. Mandat di atas pada dasarnya berangkat dari
kesadaran historis bahwa desa-desa yang ada sejak zaman
dahulu telah diakui keberadaannya sebagai sebuah kesatuan
masyarakat dengan segala bentuk dan cirinya. Namun,
kemudian dengan lahirnya kesepakatan bersama untuk
membentuk sebuah negara dengan nama Negara Kesatuan
Repubik Indonesia, maka perlu adanya pengakuan terhadap
desa atau sebutan dengan nama lain dalam sebuah peraturan
perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur
mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai
aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam tataran
praktiknya ternyata muncul berbagai permasalahan yang
perlu segera dicermati. Pertama, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tentang tata
kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa.
Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang
dianut oleh dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan dan diluar

lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan



demikian konsepsi dasar yang dianut Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota.
Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa
dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa
adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada
Desa.

Spirit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
meletakan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak
koheren dan konkruen dengan nafas lain dalam dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui
dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-
usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini
menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Kosekuensi dari
pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (self
governing community), dan bukan merupakan kewenangan
yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas pada
akhirnya terselesaikan dan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diundangkan
pada tanggal 15 Januari 2014. Permasalahan tersebut
termasuk di dalamnya mengenai pengakuan terhadap
eksistensi/keberadaan desa. Sebagaimana sejarah telah
menunjukkan bahwa desa telah ada jauh sebelum adanya
cita-cita mengenai adanya kebutuhan untuk menyatukan
seluruh tumpah darah dalam sebuah negara bernama Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau

rechtsstaat bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka atau
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machtstaat. Sementara itu dalam konsep negara hukum,
adanya pengakuan mengenai legalitas hukum menjadi
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi melalui penetapan
dalam sebuah produk perundang-undangan.

Dasar fundamental kewenangan secara substantif
terkait dengan pengaturan Penetapan Desa maupun Desa
adat diawali dengan pemahan tentang Desa. Pemahaman
terminologis tentang desa dapat dilihat pada Bab Ketentuan
Umum Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 yang menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan adanya sebuah pengakuan terhadap
eksistensi desa yang ditetapkan dalam sebuah aturan hukum
tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 116 ayat (2) disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di
wilayahnya. Sehingga dibutuhkan sebuah Peraturan Daerah
tentang Penetapan Desa dalam rangka pengakuan secara
hukum mengenai eksistensi desa yang ada di kabupaten.

Selain itu ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
menegaskan bahwa Desa dan desa adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota. Berangkat dari latar belakang tersebut maka
dibutuhkan suatu kajian secara akademis untuk penyiapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa yang



diharapkan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk

mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat
dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Penetapan Desa
di Kabupaten Gresik merupakan suatu hal yang mempunyai
suatu urgensitas sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh
karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik tentang Penetapan Desa. Berdasarkan pada identifikasi
masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah,
yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai
alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Gresik?.

2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan
filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang
Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Gresik?.

3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah
pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa dan

Kelurahan di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan dan Kegunaan



Ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan
di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan
sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi
sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Gresik.

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang
Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Gresik.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah
pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Gresik.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah
sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penetapan Desa

dan Kelurahan di Kabupaten Gresik.

1.4 Metode Penyusunan
Penyusunan Naskah Akademik ini sejatinya
merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah
Akademik dengan suatu metode yang berbasiskan metode
penelitian hukum.! Metode penelitian hukum yang digunakan
dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui
cara-cara sebagai berikut:
1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks

hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-

1 Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan
Refleksi,Yayasan Obor, h 177-178.



undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara)
secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya
terhadap subjek hukum.

2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan
dengan konteks saat peraturan perundang-undangan
itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Gresik.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam
penyusunan Naskah Akademik ini berkaitan dengan
paradigma interpretivisme ihwal hermeneutika hukum.?2
Hermeneutika hukum sendiri berarti metode interpretasi
atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni
bunyi teks huku dan segi tersirat yang merupakan gagasan
yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu
untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang
makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang
mendasari maksud pembentukan teks hukum dan
wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan
atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum
merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu
penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan
teori, konsep, dan pemikiran para sarjana yang mempunyai
otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik
penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.

Penelitian hukum terdapat dua model jenis
penelitian yang digunakan yaitu :

1. Metode penelitian hukum normatif, yang mana
menggunakan sumber primer berupa; peraturan

perundang-undangan, keputusan pengadilan dan

2 Ibid, hlm. 181.



pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis
sumber-sumber primer maupun sekunder dilakukan
secara yuridis kualitatif.

2. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris, yang
dalam hal ini memakai seluruh metode dan teknik-
teknik yang umumnya digunakan di dalam metode-
metode penelitian empiris.3

Pada pokoknya penulisan Naskah Akademis ini
selain menggunakan penelitian Normatif  juga
menggunakan penelitian sosiologis atau menggabungkan
dua model penelitian yaitu yang sering disebut Penelitian

Hukum dengan Pendekatan sosiolegal. Jenis penelitian

Normatif juga disebut dengan penelitian dogmatik.*

Sedangkan Jenis penelitian sosiolegal sering disebut

dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif ada

beberapa metode pendekatan yakni pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konsep (conceptual approach), pendekatan analitis

(analytical approach), pendekatan perbandingan

(comparative approach), pendekatan histories (historical

approach), pendekatan filsafat (philosophical approach),dan

pendekatan kasus (case approach).> Dalam penelitian ini
digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa
permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan konsep hukum (conceptual approach).
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

3 Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia
Jakarta, 1985, hal. 9

4 Jan Gijsels,2005, Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori
Hukum Itu? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hal. 109-110
5 Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, h. 93-137
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2.1 Kajian Teoritis

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan
kesatuan masyarakat hukum telah ada sebelum Negara
Republik  Indonesia  terbentuk. Oleh  karenanya,
keberadaan desa dan keberlangsungan hidupnya wajib
diakui dan diberi jaminan secara konstitusional dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahkan, secara historis
Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan telah menentukan
bahwa:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan

kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dengan undang-undang, dengan

memandang dan mengingati dasar permusyawaratan

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal

usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Di samping itu regulasi mengenai desa sebelum
diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, juga telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dimana
spirit dan konfigurasi hukum ihwal desa belum
menempatkan desa yang ada sebagai sebuah subyek dan
obyek dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Memang pada saat pemberlakuan peraturan
pemerintah tersebut desa telah diakui sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Namun, wujud pengakuan selanjutnya tidak
diterangkan lebih lanjut apakah harus ditetapkan lebih

lanjut dalam sebuah produk hukum atau tidak.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sementara jika ditelaah dari politik hukum yang
dimaktubkan pada diktum konsideran, maka dapat
dikristalisasikan alasan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Desa dipandang sebagai daerah yang memiliki hak
asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Artinya bahwa Desa dipandang sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli.
Otonomi desa tidak bersumber dari pelimpahan atau
pemberian dari satuan pemerintahan yang lebih
tinggi, namun otonomi tersebut berisi dari hak asal
usul dan hak tradisional. Otonomi asli tersebut
harus diarahkan pada tercapainya cita-cita
kemerdekaan Indonesia yang telah ditetapkan dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia kelV.

b. Perlunya perlindungan terhadap berbagai macam
bentuk desa yang berkembang di masyarakat. Desa
tidak hanya terdiri dari desa yang biasa, namun juga
diakui desa adat. Dengan adanya perlindungan dan
pengakuan terhadap berbagai macam bentuk desa
tersebut, dapat mendukung tercapai masyarakat
desa yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial

setempat.
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c. Pengaturan Desa dalam Pasal 200 sampai dengan
Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
dipandang tidak mampu lagi menjadi dasar hukum
untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa
yang sangat beragam, sehingga perlu dibentuk
undang-undang tersendiri.

Selain itu dalam tata hukum modern di Indonesia,
masyarakat desa yang kerap disebut juga sebagai
masyarakat tradisional diakui keberadaannya dalam Pasal
28I ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa identitas budaya
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini kemudian
mengindikasikan bahwa tata hukum Indonesia harus
serius dalam mengakui identitas dan melindungi hak-hak
masyarakat tradisional. Meskipun dalam penerapannya
sebagai suatu sistem kerapkali hal tersebut seolah masih
terabaikan.

Di Indonesia sendiri secara istilah, masyarakat
tradisional merupakan masyarakat yang kesehariannya
masih banyak diliputi oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat
istiadat yang dipegang sejak dahulu. Pada dasarnya
masyarakat tradisional mewarisi segala hal yang
dibiasakan oleh nenek moyangnya secara kolektif sukar
terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang datang dan
berbeda dengan istiadat mereka. Hubungan antara
masyarakat tradisional dengan alam atau lingkungan juga
sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan
karakteristik kehidupan mereka. Sebab jika dilihat secara
geografis saja, letak keberadaan mereka bisa dibilang
sangat jauh dengan peradaban perkotaan yang serba
modern dan dinamis.

Selo Soemarjan mencirikan masyarakat

tradisional melalui sosiologycal  approach  yang
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menunjukkan bahwa:® (1) Masyarakat tradisional
memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan, corsa, dan
sistem sosial yang diliputi akan kesadaran kepentingan
kolektif, bukan individu. (2) Masyarakat tradisional
umumnya homogen. (3) Ketentuan dan kaidah adat yang
masih terjaga menciptakan suatu disiplin sosial di tengah-
tengah mereka. (4) Masyarakat tradisional masih menjaga
budaya malu guna menjadi monitor sosial yang secara
alamiah akan melindungi dan mengawasi mereka dari
adanya penyimpangan nilai atau semacamnya.

Paul H. Landis?” dari Amerika Serikat
mendefinisikan masyarakat tradisional atau masyarakat
pedesaan itu sebagai suatu lingkungan yang penduduknya
mempunyai hubungan keakraban dan serba informal di
antara sesama warga. Dimana ini ditandai dengan
terdapatnya keterikatan batin yang kuat di dalam
lingkungan mereka satu sama lain sehingga sulit untuk
dipisahkan. Bahkan anggapan bahwa integeritas mereka
laksana satu tubuh, menjadikan mereka rela berkorban
demi anggota-anggota masyarakatnya sendiri.

Politik hukum dari Undang-Undang Desa sejatinya
didasarkan pada kesadaran bahwa desa telah ada jauh
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (sebelum perubahan) telah menyebutkan bahwa
“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang
250 “Zelfbesturende landschappen” dan
“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali,

Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,

6 Soerjono Soekanto. Solekan B. Teneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali,
1981) hal. 41-42.

7 Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1999), hal. 30.
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dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan
Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang Dbersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut
dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah
itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.
Maka dari itu, eksistensinya wajib tetap diakui dan
diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan yang berasal dari ekstraksi intelektual Soepomo
tersebut merupakan ratio leges yang telah disepakati oleh
para perumus Rancangan UUD pada masa itu. Kemudian
hal ini dapat dijadikan sebagai pijakan dalam memaknai
Pasal 18 UUD NRI 1945 sebelum perubahan. Dalam artian
lain bahwa dalam hal ini, Pasal 18 UUD 1945 mengakui
dan menghormati susunan daerah yang bersifat istimewa,
yaitu zelfbesturrende dan daerah kecil berupa desa atau
satuan lain semacam desa. Selanjutnya pada kesempatan
Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), tanggal 18 Juli 1945, atas permintaan Soekarno
sebagai ketua PPKI, Soepomo memberi penjelasan tentang
Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan
sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia.8

Pengakuan terhadap eksistensi desa memang tidak terlepas dari
adanya hak asal-usul desa, karena desa telah ada sejak sebelum Kolonial
Belanda Masuk ke Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Nasroen, dia

mengatakan bahwa:

8 R. Yando Zakaria (2000) ‘Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru.
Jakarta: Elsam, hlm. 210
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Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau.
Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada
sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pun Sriwijaya,
Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda,
Pendudukan Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga, itu tetap
ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan
bahwa sesuatu negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu
ada, asal negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari,
dan marga.®

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengakuan
sendiri dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mengakui.
Sedangkan menurut Teori Konstitutif, pengakuan merupakan kondisi
ketika suatu negara memberikan legitimasi dan mengakui entitas atau
eksistensi dari sesuatu. Selain berarti mengakui, pengakuan secara
hukum juga dimaknai sebagai akad serta konsekuensi yang akan datang

bahwa suatu Negara wajib untuk melindungi entitas tersebut.

Sementara itu, proses pengakuan di atas berkaitan dengan
suatu personalitas hukum yang pada dasarnya merujuk pada apa dan
bagaimana suatu entitas diterima serta diakui berdasarkan hukum
sebagai sesuatu yang mempunyai hak-hak dan kewejiban hukum.!0
Ketika personalitas hukum ini tidak diakui secara sepenuhnya, maka
secara otomatis akan ada hak-hak dan kewajiban yang seakan-akan
digugurkan. Sehingga pengakuan atas personalitas hukum tersebut
menjadi penting agar diharapkan tidak ada satu hak maupun kewajiban
yang melekat pada entitas apapun —-termasuk desa yang seolah diabaikan

oleh negara.

Meski keberadaan atau eksistensi Desa telah diakui dan disebutkan
secara nyata dan jelas dalam Undang-Undang Desa. Namun, untuk lebih
menguatkan keberadaan atau eksistensi desa dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Desa memerintahkan

9 Nasroen, Daerah Otonom Tingkat Terbawah. Beringin Tranding Company, Jakarta,
1955, hlm. 41.

10 Accountability Framework, Pedoman Operasional Penghormatan Terhadap Hak-hak
masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan, Accountability Framework Inistiative, Juni
2019, hal. 24.
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penetapan desa atau desa adat dalam sebuah peraturan perundang-

undangan.

2.2 Kajian Empiris

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Pengantar Ilmu Hukum
menyatakan sejak adanya pendapat yang menyatakan bahwa tujuan
hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, dan sejak itu pula
ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh
hukum.!! Menurut beliau pandangan yang demikian itu kuranglah tepat
sebab yang dimaksud keadaan tidak kacau itu bukanlah ketertiban
(order), melainkan kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan
dari hukum tidak hanya menciptakan ketertiban tetapi lebih dari itu,
tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan. Sebagai negara
kesejahteraan (welfare state), Indonesia memegang konsekuensi untuk
dapat menggagas kesejahteraan bagi setiap rakyat yang tentunya dimulai
dari tingkat paling bawah yakni desa.

Pada tataran empirik, setiap kegiatan di desa selalu berhadapan
dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh
tantangan. Situasi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat
dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnya juga
persoalan aspirasi, hak dan keadilan. Sementara pada tataran praktis,
kegiatan pembangunan pedesaan masih perlu dioptimalisasikan, salah
satunya melalui penetapan desa-desa yang ada melalui suatu Peraturan
Daerah sebagai wujud pelaksanaan mandat dari UU Desa.

Bahwa berdasarkan kondisi aktual yang ada, terdapat 330 desa
dan 26 kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik yang keseluruhannya
akan diakomodir dan ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah
ini. Daftar desa-desa tersebut terlampir pada satu kesatuan di naskah
akademik ini. Desa-desa tersebut di atas hingga saat ini belum ditetapkan

melalui perundang-undangan paska lahirnya UU Desa. Penetapan dalam

11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta,
2005, hal. 128.
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peraturan daerah ini akan mengakomodir dan memberikan kepastian atas

personalitas hukum desa-desa di atas.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Norma-norma hukum yang bersifat mendasar umumnya
dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di
bawah undang-undang dasar yakni undang-undang sebagai bentuk
peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun dikarenakan materi
muatan yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-
soal umum, pada akhirnya diperlukan bentuk-bentuk peraturan yang
lebih rendah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang yang
bersangkutan. Selain itu, sebagai produk lembaga politik seringkali
undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang
bersifat umum.

Berkaitan dengan penetapan desa, sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya bahwa rancangan peraturan daerah ini berangkat dari
amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. terkait
dengan penetapan desa. Apabila dilihat secara lebih mendalam bahwa
politik hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
menghadirkkan adanya pengakuan pemerintah terhadap kesatuan
masyarakat hukum yang telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia yakni Desa.

Secara historis, Desa memang telah ada sebelum Negara Kesatuan
Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(sebelum perubahan) telah menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara
Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan
“Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
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peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-
hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap
diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa tidak menjadi penghalang
bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan
pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa
dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan
terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan konstruksi hukum yang menggabungkan fungsi self-governing
community dengan local self government, diharapkan kesatuan
masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah
Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa
Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan
perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama
menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan
wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan
pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Pengaturan dan pengakuan tersebut masih bersifat umum dan belum
menyentuh pada pengakuan-pengakuan yang memiliki nilai ketetapan
yang individual. Sehingga melalui amanah yang tertuang dalam Pasal 116
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu

penetapan desa/desa adat dalam sebuah peraturan daerah
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kabupaten/kota. Di samping itu, secara lebih lengkap berikut sejumlah

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penetapan

Desa:
1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran
Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
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Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memuat perihal hak pemerintahan daerah
dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan
landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah.
Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945).
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, terkecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Dasar konstitusional pembentukan peraturan daerah ini, konfigurasi
hukum perda ini juga dilandaskan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12/2011, yang
menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diundangkan pada
tanggal 15 Januari 2014, merupakan dasar hukum yang mendasari
penyusunan rancangan peraturan daerah ini, selain juga disebabkan
karena Undang-Undang Desa menjadi yang pertama dan khusus
mengatur tentang desa setelah reformasi tahun 1999. Undang-
UndangNomor 6 Tahun 2014 juga mencabut ketentuan Pasal 200 sampai
dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (vide Pasal 121
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014).

Undang-Undang Desa sebagai pionir pengakuan eksistensi desa dalam
wujud undang-undang telah menguraikan segala elemen mengenai desa,
beragam kewenangan, hak-hak, dan sebagainya. Menurut Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Artinya bahwa desa dianggap sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang didasarkan pada otonomi asli.
Otonomi asli tersebut tidak didasarkan pada adanya pelimpahan atau
penyerahan wewenang dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi,
namun otonomi tersebut bersumber dari hak asal-usul dan hak
tradisional masyarakat hukum tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan
Undang-Undang Desa. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penetapan
desa diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka penetapan desa, Pemerintah
Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah

mendapatkan kode Desa;

b. hasil inventarisasi Desa dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah
untuk menetapkan Desa yang ada di wilayahnya dengan Peraturan
Daerah;

c. penetapan Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah juga telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan, dan Pulau termasuk Desa dan Kelurahan di
Kabupaten, sehingga penetapan nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten
harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik tentang Penetapan nama Desa dan Kelurahan sebagai
landasan dalam penegasan batas wilayah Desa dan Kelurahan serta

pembentukan organisasi Pemerintah Desa dan Kelurahan.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Menurut Jimly Asshiddiqgie, suatu peraturan perundang-undangan
harus bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu
negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung
dalam Pancasila sebagai “staatsfunda mentalnorm”. Sementara itu,
menurut Bagir Manan suatu peraturan perundang-undangan wajib
mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee), baik
sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana
mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.!2

Jika berangkat dari landasan keabsahan suatu peraturan perundang-
undangan dalam pandangan teoritik dan UU No. 12 Tahun 2011, maka
landasan filosofis dapat diartikan sebagai landasan yang menggambarkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya
berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan
perundang-undangan.

Peraturan daerah ini yang menjadi landasan filosofis adalah bahwa

penetapan desa secara filosofis merupakan wujud dari adanya pengakuan

12 Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012. “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Disertasi Doktor, Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 38.
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pemerintah terhadap eksistensi desa yang telah ada dan hidup sebelum

dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pada dasarnya merupakan pertimbangan atau
alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan
sosiologis seringkali juga dikaitkan dengan rentetan fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan
negara. Sementara itu, jika digali dari UU No. 12 tahun 2011 landasan
sosiologis Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek
yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta
empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat
dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan
kemanfaatan adanya peraturan perundangundangan. Peraturan daerah
ini yang menjadi landasan sosiologis adalah bahwa penetapan desa adalah
bahwa desa-desa yang ada saat ini secara formal belum memiliki dasar
penetapan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga

secara legal formal belum memiliki ketetapan hukum.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis secara teoritik dapat dimaknai sebagai pertimbangan
atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum
dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat.

Landasan yuridis juga menyangkut persoalan hukum yang berkaitan
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk
Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum
itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak
harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah
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ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum
ada.

Bila mengadopsi dari pemahaman ideal yang termuat dalam Undang-
Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan
yuridis berkaitan erat dengan konsistensi ketentuan hukum, baik
menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun
jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan
hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Lebih lanjut,
landasan yuridis ini diperlukan sebagai sarana untuk menjamin adanya
kepastian hukum.

Dalam peraturan daerah ini yang menjadi landasan yuridis adalah
ketentuan pada Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan

daerah tentang penetapan desa/desa adat.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan daerah tentang penetapan desa di Kabupaten Gresik
menjangkau pengaturan mengenai penetapan desa-desa yang ada di
Kabupaten Gresik sesuai dengan penulisan nama-nama yang telah ada

sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2 Arah Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan daerah tentang penetapan desa di Kabupaten Gresik
memiliki arah pengaturan serta penetapan nama — nama desa yang telah
ada dan tidak mengatur mengenai desa-desa yang akan ada setelah

pembentukan peraturan daerah ini.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan daerah tentang penetapan desa ini, pengaturan yang
diatur dibatasi hanya pada penetapan desa sesuai dengan nama-nama
yang ada sejak dahulu, dengan tidak mencantumkan batas wilayah,
kode desa sesuai peraturan menteri dalam negeri, serta cakupan dalam
wilayah kecamatan tertentu. Hal di atas mengandung maksud agar
penetapan desa-desa tersebut tidak akan terpengaruh oleh adanya
perubahan aturan-aturan seperti pemekaran kecamatan, perubahan
kode administrasi desa, dan lain-lain.
A. Ketentuan Umum
Pengertian (begripen) mengenai materi muatan peraturan
perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus
diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan
dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan

perundang-undangan hakikatnya mempunyai materi muatan tersendiri
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secara berjenjang dan berbeda-beda.l3 Sri Sumantari juga berpendapat
yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan
mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-
undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan
Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda
dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.14
Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan
umum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penetapan
Desa ini sebagai berikut:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten .
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
4. Bupati adalah Bupati
S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

13 Gede Pantje Astawa & Suprin Na“a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di
Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, hal. 90.

14 Srj Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan
Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hal. 62.
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas
wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka
yang merepresentasikan wilayah administrasi
pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
kecamatan dan desa di Kabupaten.

10. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah
pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau
yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang

disebut dengan nama lain

B. Materi Yang Akan Diatur
Materi Pokok Yang Diatur adalah Peraturan Daerah tentang
Penetapan Desa adalah sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 330 (tiga ratus tiga

puluh) nama Desa dan 26 (dua puluh enam) nama Kelurahan.

(2) Nama Desa dan Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terletak dalam cakupan 18 (delapan belas) wilayah

Kecamatan.

(3) Daftar nama Desa dan Nama Kelurahan serta kode Desa dan
kode Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam hal terdapat perubahan mengacu pada perubahan
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kebijakan dan = peraturan  perundang-undangan = yang
mengakibatkan terjadinya perubahan kode Desa dan kode
Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini,
maka perubahan kode Desa dan kode Kelurahan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan pengesahan

batas desa sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan pengesahan
batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Dengan ditetapkan nama desa dan nama kelurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan
Desa dan Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum
Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dengan ditetapkan nama desa dan nama kelurahan,
penyesuaian alamat identitas kependudukan masyarakat
dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil.
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik.
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BAB VI
PENUTUP

Secara filosofis, penetapan desa secara filosofis merupakan wujud dari
adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi desa yang telah ada
dan hidup sebelum dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, desa-desa yang ada saat ini di Kabupaten Gresik secara
formal belum memiliki dasar penetapan dalam sebuah peraturan
perundang-undangan. Sehingga secara legal formal belum memiliki
ketetapan hukum. Kemudian, secara yuridis normatif, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa bahwa pemerintah daerah kabupaten menetapkan
peraturan daerah tentang penetapan desa.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai
tindak lanjut pengakuan pemerintah terhadap eksistensi desa maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Penetapan Desa.
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BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR .......... TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Desa yang ada di

Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
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Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145
Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran
Kode, Data Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,
dan Pulau Tahun 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK

Menetapkan

dan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA
DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gresik.
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Bupati adalah Bupati Gresik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang
dipimpin oleh Camat.

Desa adalah desa di daerah.

Kelurahan adalah Kelurahan di daerah.

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah
identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang
memuat angka yang merepresentasikan wilayah
administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, kecamatan dan desa di Kabupaten
Gresik.

Wilayah  Administrasi Pemerintahan adalah wilayah
pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau
yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang

disebut dengan nama lain.

BAB II
PENETAPAN NAMA DESA DAN NAMA KELURAHAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 330 (tiga
ratus tiga puluh) nama Desa dan 26 (dua puluh enam)
nama Kelurahan.

(2) Nama Desa dan Nama Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan 18
(delapan belas) wilayah Kecamatan.

(3) Daftar nama Desa dan Nama Kelurahan serta kode
Desa dan kode Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Daerah ini.

(4) Dalam hal terdapat perubahan mengacu pada
perubahan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan
kode Desa dan kode Kelurahan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini, maka perubahan kode
Desa dan kode Kelurahan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB III
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan
pengesahan batas desa sesuai peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  penegasan dan
pengesahan batas desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

(1) Dengan ditetapkan nama desa dan nama
kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (1), Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang sudah terbentuk sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan ditetapkan nama desa dan nama

kelurahan, penyesuaian alamat identitas
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kependudukan masyarakat dilakukan oleh
Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI
Diundangkan di Gresik
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN
GRESIK

UMUM

Kabupaten Gresik terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan
dengan 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa dan 26 (dua puluh enam)
Kelurahan. Keberadaan Desa di Kabupaten Gresik belum ditetapkan
landasan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga
perlu dilakukan Penetapan Desa sebagai wujud untuk menciptakan
kepastian hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Dasarnya adalah Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa berikut Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan desa
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas landasan peraturan
perundang-undangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penetapan Desa yang secara fungsional sebagai fakta hukum
bahwa Pemerintah kabupaten Gresik telah melakukan inventarisasi
desa/kelurahan dan memberi penguatan hukum di bidang administrasi
pemerintahan sebagaimana amanah regulasi kementerian dalam negeri
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENGRESIK

NOMOR

TENTANG PENETAPAN NAMA DESA DAN
NAMA KELURAHAN DI KABUPATEN
GRESIK

DAFTAR
KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK

KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.01 DUKUN

35.25.01.2001 SAWO -
35.25.01.2002 KARANGCANGKRING -
35.25.01.2003 GEDONGKEDOAN -
35.25.01.2004 BULANGAN -
35.25.01.2005 WONOKERTO -
35.25.01.2006 BANGERAN -
35.25.01.2007 LOWAYU -
35.25.01.2008 PETIYINTUNGGAL -
35.25.01.2009 TIREMENGGAL -
35.25.01.2010 TEBUWUNG -
35.25.01.2011 DUKUHKEMBAR -
35.25.01.2012 MADUMULYOREJO -
35.25.01.2013 MENTARAS -
35.25.01.2014 BARON -
35.25.01.2015 JREBENG -
35.25.01.2016 MOJOPETUNG -
35.25.01.2017 SEKARGADUNG -
35.25.01.2018 IMA AN -
35.25.01.2019 BABAKBAWO -
35.25.01.2020 BABAKSARI -
35.25.01.2021 SAMBOGUNUNG -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.01.2022 SEMBUNGANKIDUL -
35.25.01.2023 SEMBUNGANYAR -
35.25.01.2024 KALIREJO -
35.25.01.2025 PADANGBANDUNG -
35.25.01.2026 DUKUNANYAR -
35.25.02 BALONGPANGGANG

35.25.02.2001 JOMBANGDELIK -
35.25.02.2002 BRANGKAL -
35.25.02.2003 NGAMPEL -
35.25.02.2004 BANDUNGSEKARAN -
35.25.02.2005 BABATAN -
35.25.02.2006 TANAHLANDEAN -
35.25.02.2007 KEDUNGSUMBER -
35.25.02.2008 WONOREJO -
35.25.02.2009 DAPET -
35.25.02.2010 DOHOAGUNG -
35.25.02.2011 MOJOGEDE -
35.25.02.2012 TENGGOR -
35.25.02.2013 WAHAS -
35.25.02.2014 KEDUNGPRING -
35.25.02.2015 SEKARPUTIH -
35.25.02.2016 PINGGIR -
35.25.02.2017 KARANGSEMANDING -
35.25.02.2018 PACUH -
35.25.02.2019 BALONGPANGGANG -
35.25.02.2020 WOTANSARI -
35.25.02.2021 PUCUNG -
35.25.02.2022 KLOTOK -
35.25.02.2023 NGASIN -
35.25.02.2024 BANJARAGUNG -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.02.2025 GANGGANG -
35.25.03 PANCENG

35.25.03.2001 PANTENAN -
35.25.03.2002 SUMURBER -
35.25.03.2003 SIWALAN -
35.25.03.2004 KETANEN -
35.25.03.2005 BANYUTENGAH -
35.25.03.2006 SERAH -
35.25.03.2007 SUROWITI -
35.25.03.2008 PRUPUH -
35.25.03.2009 CAMPUREJO -
35.25.03.2010 | PANCENG SUKODONO -
35.25.03.2011 DALEGAN -
35.25.03.2012 PETUNG -
35.25.03.2013 WOTAN -
35.25.03.2014 DOUDO -
35.25.04 BENJENG

35.25.04.2001 KARANGANKIDUL -
35.25.04.2002 SEDAPURKLAGEN -
35.25.04.2003 DELIKSUMBER -
35.25.04.2004 LUNDO -
35.25.04.2005 KALIPADANG -
35.25.04.2006 KEDUNGRUKEM -
35.25.04.2007 BALONGTUNJUNG -
35.25.04.2008 MUNGGUGEBANG -
35.25.04.2009 BALONGMOJO -
35.25.04.2010 BULANGKULON -
35.25.04.2011 BANTER -
35.25.04.2012 SIRNOBOYO -
35.25.04.2013 MUNGGUGIANTI -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.04.2014 KLAMPOK -
35.25.04.2015 METATU -
35.25.04.2016 BENGKELOLOR -
35.25.04.2017 GLURANPLOSO -
35.25.04.2018 KEDUNGSEKAR -
35.25.04.2019 DERMO -
35.25.04.2020 JOGODALU -
35.25.04.2021 JATIREMBE -
35.25.04.2022 BULUREJO -
35.25.04.2023 PUNDUTTRATE -
35.25.05 DUDUKSAMPEYAN

35.25.05.2001 PANJUNAN -
35.25.05.2002 KANDANGAN -
35.25.05.2003 PANDANAN -
35.25.05.2004 TUMAPEL -
35.25.05.2005 TAMBAKREJO -
35.25.05.2006 GLANGGANG -
35.25.05.2007 | DUDUKSAMPEYAN | PALEBON -
35.25.05.2008 SETROHADI -
35.25.05.2009 BENDUNGAN -
35.25.05.2010 SUMENGKO -
35.25.05.2011 WADAK LOR -
35.25.05.2012 WADAK KIDUL -
35.25.05.2013 PETISBENEM -
35.25.05.2014 DUDUKSAMPEYAN -
35.25.05.2015 GREDEK -
35.25.05.2016 KRAMAT -
35.25.05.2017 SUMARI -
35.25.05.2018 SAMIRPLAPAN -
35.25.05.2019 KAWISTOWINDU -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN
35.25.05.2020 KEMUDI -
35.25.05.2021 TEBALOAN -
35.25.05.2022 TIREM -
35.25.05.2023 AMBENG AMBENG -
WATANGREJO

35.25.06 WRINGINANOM

35.25.06.2001 KEPUHKLAGEN -
35.25.06.2002 SUMBERGEDE -
35.25.06.2003 MONDOLUKU -
35.25.06.2004 KEDUNGANYAR -
35.25.06.2005 SUMBERWARU -
35.25.06.2006 KESAMBENKULON -
35.25.06.2007 SUMBERAME -
35.25.06.2008 SEMBUNG -
35.25.06.2009 SOOKO -
35.25.06.2010 WRINGINANOM -
35.25.06.2011 PEDAGANGAN -
35.25.06.2012 LEBANISUKO -
35.25.06.2013 LEBANIWARAS -
35.25.06.2014 WATESTANJUNG -
35.25.06.2015 SUMENGKO -
35.25.06.2016 PASINAN -

LEMAHPUTIH

35.25.07 UJUNGPANGKAH

35.25.07.2001 PANGKAHKULON -
35.25.07.2002 CANGAAN -
35.25.07.2003 NGEMBOH -
35.25.07.2004 SEKAPUK -
35.25.07.2005 GOSARI -
35.25.07.2006 BANYUURIP -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.07.2007 KEBONAGUNG -
35.25.07.2008 PANGKAHWETAN -
35.25.07.2009 BOLO -
35.25.07.2010 GLATIK -
35.25.07.2011 KARANGREJO -
35.25.07.2012 KETAPANGLOR -
35.25.07.2013 TANJANGAWAN -
35.25.08 KEDAMEAN

35.25.08.2001 MOJOWUKU -
35.25.08.2002 GLINDAH -
35.25.08.2003 SIDORAHARJO -
35.25.08.2004 TULUNG -
35.25.08.2005 CERMEN -
35.25.08.2006 LAMPAH -
35.25.08.2007 SLEMPIT -
35.25.08.2008 TURIREJO -
35.25.08.2009 BELAHANREJO -
35.25.08.2010 MENUNGGAL -
35.25.08.2011 TANJUNG -
35.25.08.2012 KATIMOHO -
35.25.08.2013 BANYUURIP -
35.25.08.2014 KEDAMEAN -
35.25.08.2015 NGEPUNG -
35.25.09 SIDAYU

35.25.09.2001 SUKOREJO -
35.25.09.2002 GEDANGAN -
35.25.09.2003 WADENG -
35.25.09.2004 LASEM -
35.25.09.2005 KERTOSONO -
35.25.09.2006 | SIDAYU SAMBIPONDOK -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.09.2007 RACIKULON -
35.25.09.2008 GOLOKAN -
35.25.09.2009 RACITENGAH -
35.25.09.2010 PURWODADI -
35.25.09.2011 SIDOMULYO -
35.25.09.2012 SROWO -
35.25.09.2013 KAUMAN -
35.25.09.2014 BUNDERAN -
35.25.09.2015 ASEMPAPAK -
35.25.09.2016 MRIYUNAN -
35.25.09.2017 MOJOASEM -
35.25.09.2018 SEDAGARAN -
35.25.09.2019 NGAWEN -
35.25.09.2020 PENGULU -
35.25.09.2021 RANDUBOTO -
35.25.10 MANYAR

35.25.10.2001 TANGGULREJO -
35.25.10.2002 MOROBAKUNG -
35.25.10.2003 PEJANGGANAN -
35.25.10.2004 GUMENO -
35.25.10.2005 SUMBERREJO -
35.25.10.2006 NGAMPEL -
35.25.10.2007 BETOYOKAUMAN -
35.25.10.2008 SEMBAYAT -
35.25.10.2009 BETOYOGUCI -
35.25.10.2010 LERAN -
35.25.10.2011 TEBALO -
35.25.10.2012 KARANGREJO -
35.25.10.2013 BANYUWANGI -
35.25.10.2014 MANYAREJO -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.10.2015 MANYARSIDOMUKTI -
35.25.10.2016 MANYARSIDORUKUN -
35.25.10.2017 BANJARSARI -
35.25.10.2018 SUCI -
35.25.10.2019 PEGANDEN -
35.25.10.2020 | MANYAR PONGANGAN -
35.25.10.2021 SUKOMULYO -
35.25.10.2022 YOSOWILANGUN -
35.25.10.2023 ROOMO -
35.25.11 CERME

35.25.11.2001 DADAPKUNING -
35.25.11.2002 LENGKONG -
35.25.11.2003 KANDANGAN -
35.25.11.2004 DOORO -
35.25.11.2005 DAMPAAN -
35.25.11.2006 NGEMBUNG -
35.25.11.2007 SUKOANYAR -
35.25.11.2008 GEDANGKULUT -
35.25.11.2009 WEDANI -
35.25.11.2010 DUNGUS -
35.25.11.2011 GURANGANYAR -
35.25.11.2012 KAMBINGAN -
35.25.11.2013 MOROWUDI -
35.25.11.2014 BETITING -
35.25.11.2015 NGABETAN -
35.25.11.2016 PADEG -
35.25.11.2017 IKERIKERGEGER -
35.25.11.2018 SEMAMPIR -
35.25.11.2019 CAGAKAGUNG -

35.25.11.2020

CERME KIDUL




KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.11.2021 CERME LOR -
35.25.11.2022 PANDU -
35.25.11.2023 BANJARSARI -
35.25.11.2024 TAMBAKBERAS -
35.25.11.2025 JONO -
35.25.12 BUNGAH

35.25.12.2001 SIDOMUKTI -
35.25.12.2002 MOJOPUROGEDE -
35.25.12.2003 MOJOPURO WETAN -
35.25.12.2004 MELIRANG -
35.25.12.2005 SIDOREJO -
35.25.12.2006 | BUNGAH RACIWETAN -
35.25.12.2007 MASANGAN -
35.25.12.2008 SIDOKUMPUL -
35.25.12.2009 PEGUNDAN -
35.25.12.2010 SUKOWATI -
35.25.12.2011 ABAR-ABIR -
35.25.12.2012 BUNGAH -
35.25.12.2013 KEMANGI -
35.25.12.2014 KISIK -
35.25.12.2015 GUMENG -
35.25.12.2016 SUKOREJO -
35.25.12.2017 INDRODELIK -
35.25.12.2018 BEDANTEN -
35.25.12.2019 SUNGONLEGOWO -
35.25.12.2020 TAJUNG WIDORO -
35.25.12.2021 WATUAGUNG -
35.25.12.2022 KRAMAT -
35.25.13 MENGANTI

35.25.13.2001 BETON -




KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.13.2002 PRANTI -
35.25.13.2003 GADINGWATU -
35.25.13.2004 BRINGKANG -
35.25.13.2005 BOTENG -
35.25.13.2006 PUTAT LOR -
35.25.13.2007 DOMAS -
35.25.13.2008 MOJOTENGAH -
35.25.13.2009 BOBOH -
35.25.13.2010 SIDOJANGKUNG -
35.25.13.2011 HENDROSARI -
35.25.13.2012 PELEMWATU -
35.25.13.2013 MENGANTI -
35.25.13.2014 HULAAN -
35.25.13.2015 KEPATIHAN -
35.25.13.2016 GEMPOLKURUNG -
35.25.13.2017 DRANCANG -
35.25.13.2018 SIDOWUNGU -
35.25.13.2019 | MENGANTI RANDUPADANGAN -
35.25.13.2020 SETRO -
35.25.13.2021 PENGALANGAN -
35.25.13.2022 LABAN -
35.25.14 KEBOMAS
35.25.14.1006 - GULOMANTUNG
35.25.14.1008 - SIDOMUKTI
35.25.14.1010 - KEBOMAS
35.25.14.1011 - KAWISANYAR
35.25.14.1012 - NGARGOSARI
35.25.14.1014 - GENDING
35.25.14.1015 - SIDOMORO
35.25.14.1016 - TENGGULUNAN




KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.14.1017 - SINGOSARI
35.25.14.1019 - INDRO
35.25.14.2001 DAHANREJO -
35.25.14.2002 KEMBANGAN -
35.25.14.2003 KEDANYANG -
35.25.14.2004 RANDUAGUNG -
35.25.14.2005 KLANGONAN -
35.25.14.2007 SUKOREJO -
35.25.14.2009 GIRI -
35.25.14.2013 SEGOROMADU -
35.25.14.2018 KARANGKIRING -
35.25.14.2020 PRAMBANGAN -
35.25.14.2021 SEKARKURUNG -
35.25.15 DRIYOREJO
35.25.15.2001 KARANGANDONG -
35.25.15.2002 BANJARAN -
35.25.15.2003 KRIKILAN -
35.25.15.2004 MOJOSARIREJO -
35.25.15.2005 TANJUNGAN -
35.25.15.2006 WEDOROANOM -
35.25.15.2007 SUMPUT -
35.25.15.2008 KESAMBENWETAN -
35.25.15.2009 RANDEGANSARI -
35.25.15.2010 | DRIYOREJO TENARU -
35.25.15.2011 DRIYOREJO -
35.25.15.2012 PETIKEN -
35.25.15.2013 CANGKIR -
35.25.15.2014 GADUNG -
35.25.15.2015 MULUNG -
35.25.15.2016 BAMBE -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.16 GRESIK
35.25.16.1001 - NGIPIK
35.25.16.1002 - TLOGOPOJOK
35.25.16.1003 - KARANGTURI
35.25.16.1004 - TLOGOPATUT
35.25.16.1005 - SUKORAME
35.25.16.1006 - LUMPUR
35.25.16.1007 - KARANGPOH
35.25.16.1008 - TRATE
35.25.16.1010 - SIDOKUMPUL
35.25.16.1011 - BEDILAN
35.25.16.1012 - SUKODONO
35.25.16.1013 - KEMUTERAN
35.25.16.1014 - PEKELINGAN
35.25.16.1015 - KROMAN
35.25.16.1016 - KEBUNGSON
35.25.16.1017 - PEKAUMAN
35.25.16.2009 TLOGOBENDUNG -
35.25.16.2018 GAPUROSUKOLILO -
35.25.16.2019 PULOPANCIKAN -
35.25.16.2020 KRAMATINGGIL -
35.25.16.2021 SIDORUKUN -
35.25.17 SANGKAPURA
35.25.17.2001 DEKATAGUNG -
35.25.17.2002 KUMALASA -
35.25.17.2003 SUWARI -
35.25.17.2004 PUDAKITBARAT -
35.25.17.2005 PUDAKITTIMUR -
35.25.17.2006 LEBAK -
35.25.17.2007 | SANGKAPURA BULULANJANG -
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KODE NAMA NAMA NAMA
KECAMATAN DESA KELURAHAN

35.25.17.2008 PATARSELAMAT -
35.25.17.2009 KOTAKUSUMA -
35.25.17.2010 SUNGAI TELUK -
35.25.17.2011 GUNUNGTEGUH -
35.25.17.2012 SAWAHMULYA -
35.25.17.2013 SUNGAIRUJING -
35.25.17.2014 BALIKTERUS -
35.25.17.2015 KEBONTELUKDALAM -
35.25.17.2016 SIDOGEDUNGBATU -
35.25.17.2016 DAUN -
35.25.18 TAMBAK

35.25.18.2001 GELAM -
35.25.18.2002 SUKAONENG -
35.25.18.2003 SUKALELA -
35.25.18.2004 PEKALONGAN -
35.25.18.2005 TAMBAK -
35.25.18.2006 TELUK JATIDAWANG -
35.25.18.2007 KELOMPANGGUBUG -
35.25.18.2008 GREJEG -
35.25.18.2009 TANJUNGORI -
35.25.18.2010 PEROMAAN -
35.25.18.2011 DIPONGGO -

35.25.18.2012

KEPUH TELUK

35.25.18.2013

KEPUH LEGUNDI
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